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BUPATILEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN B,UPATI LEBONG 

NOMOR :l. !l TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPDI 
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa u ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat ( 1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian clan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ma.ka perlu 
dlsusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) 
Kabupaten Lebong Tahun 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diat.as, perlu dltetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

1 U ndang-undang Nomor 9 Tahun 1967 ten tang Pembentu kan 
Provinsi Bengkult1 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 19 Tambal1an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi 
Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lnd.onesia 
Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 385 t); 

3 U adang--Undang Nomor 17 Tahu11 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4 Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2003 tentang 
Pembentuksn Kabupaten Lebong dan Kallupalen Kepahiang 
ell Provinsi Beogkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 



r 
5 Undan8"Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahtm 2004 Nomor l 04. Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
RepubLik Indonesia Nomor 4438); 

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentllkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 l l Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 'Nomor 
5234); 

8 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran rlegara 
Republik lndone~ia Nomor 55871, sebagaimana telah diubab 
beoompa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 20 l 4 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 
58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9 Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor l40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndoaesia Nomor 4578); 

10 Peramran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antan, Pcmcrintab, 
Pemerintahan Daerab Provinsi dan Pemerintaban Daerab 
Kabi..tpaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11 Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tabun 2008 centang Tata 
Cara Penyusu nan , Pcngendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :2008 Nomor 21. Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 48 17); 

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Meateri Dalam Negcri Nomor 13 1'ahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

I 3 Peraturan Men ten Dalam Negen Nomor 54 Tahun 201.0 
tentang Pelaksanaaa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tallun 
2008 te01.ang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 



Menecapkan 

Evaluasi Pelaksana.an Rencana Pembangunan Daerah (Benta 
Negara Nomor 517); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPA'li'I TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat:i i ni yang dimaksud dengan: 
I . Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong. 

2. Bupati adalah Bupari Lebong. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selru1jutnya clisebut SKPD 
adalah Perangkat Dacrab pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lebong selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

4 . Rencana Kerja Pemerintal1 Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
20 16, selru1jutnya clisebut RKPD Tahun 2016 ada.lah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yaitu 
Tahun 2016 yang dimulai dari Januari 2016 sampai dengan 31 
Desember 2016. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
selanjutnya clisebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan 
dan pengganggaran yang berisi progrrun dan kegia.tan SKPD 
serta anggaran yang diperlukan unruk melaksanakannya . 

6. Dokumen Pelaksanaan l\nggaran Satuan Kerja PerangkaL 
Daerah selanjutnya disebut DPA-Sl<PD adalah dokumen yang 
memuat pandapatan dan belanja pembiayaan setiap SKPD 
yang digunakan sebagai dasar j)CIAksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangru1 program pnoritas dru1 
patokan batas maksimal anggatan yang diberikan kepada 
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
RKA-SKPD sebelum diisepakati dengan DPRD. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang sclanjutnya disingka, PPA 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal 
angga.ran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program 
sebagai acuan dalarn penyusunan RKA-SKPD setelah 
disepakati dengan DPRD. 



IO. /\nggaran PendaP"'um dan Belanja Daerah. selanjucnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerlntahan Daerab y ang dibaJ1as dan d1setu;ui bersama oleb 
Pnmerintah DaeraJ1 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

l I. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutaya dis.ingkat 
TAPD adala.b tim yang dibentuk dengan keputusan kepala 
daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerab yang mempunyal 
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan l<epala 
daerab dalam rangka. penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

BABll 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG 

Pa.sa\2 

( II RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan do,kumen 
petencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang 
disusun dengan mempertin,bangkan masukkan dan aspirasl 
dari pclaksanaan foru.m SKPD dao Musyawarah Peren-canaan 
Pembangunan {Musrenbang) Kabupaten Lebong 

(2) RKPD Tahun 2016 disusuo dalrun Dokumen Perencanaan 
Oaerah Kabupaten Lebong dengan sistematika penulisan 
sebagai beriku.t : 

Bab I 
Bab fl 

Bab 111 

Bab IV 
Bab V 
Bab VI 

Pendahuluan 
Evaluasi basil pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan 
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah 
Rancangan kerangka ekonomi daerab dan 
kebijakan keuaogan daerah 
Prioritas dan sasarao pembangunan daerah 
Rencana program clan kegiatan prioritas daerah 
Penutup 

(3) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi pedomao penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun 
Anggaran 2016. 

Pasal 3 

(I) Pemerintah Kabupaten l,ebong bersama Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membahas Rancangan KUA­
PPAS Tahun Anggaean 2016 ,mtuk menetapkan Kebijakan 
Umum /\nggaran dan Plafon Prloritas Anggaran (KUA-PPA). 

(2) SKPD menyusun rencana kerja dan Anggaran (RKA) sesuai 
dengan Kebijakan Umum Anggamn dan Plafon Prioritas 
Anggaran (KUA-PPA) 

Pasal 4 

( t) Tim Anggru·an Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah dan 
menyesuaikan RKA SKPD dengan KUA-PPA. 



' 

(2) RKA SKPD yang telah disempumakan oleh SKPD sebagai 
bahan penyusunan Rancangan PeraLuran Daerah 1entang 
APBD Tahun 2016 

PasalS 

(I) SKPD membuat l;,po,an realisasi fisik dan keuangan secara 
berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD 

(2) Laporan realisasl fisik dan keuangan s ebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), d isampaikan kepada Bupati dan tembusannya 
kepada: 
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten 

Lebong 
b . lnspektorat Kabupa ten Lebong. 
c. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Leboog. 
d. Bagian Pembangu n.an Sekretariat Daerab Kabupaten Lebong. 

(3) Laporan realisasi fisi.k dan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) akan menj adi bahan masukan dan bahan 
pertimbangan untuk penyusunan perenc.anaan pembangunan 
beri.kutnya. 

BAB ID 
KETENTUAN PENUTUP 

Pas..'\I 6 

Peraruran Bupati ini mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini denga,1 penempatannya 
de.lam Berita Daerah Kabupaten l.,ebong 

Ditetapkan di Tube! 
pada tanggal q, M<i :).o,s 

/ BUPATI LEBON~ , -{,l ,,.., .... 
/ > • 

- J 
},a. ROSJONSYAH 

Dlu.ndangkan di Tube! 
pacla tanggal 11, Mei 'i!,01S 

SEKRET'A1!~Dt.ERAH KABUPATEN 'LEBONG, PH,IERINTAK KABU?AiEN LEBONG 
~-~'.~N HIJKml OA,~ Kti JA SA'L~ Ni~~ 
~ PENELMH PRODUK HUKUM ~ 

1v KABU?AiEN lEBOllG · 1 --' MIRWANEFFENDI 

BERIT,\ DAERAH KABUPATEN LE:BONG TAHUN 2015 NOMOR ... .?~ ........ . 


